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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat-Nya schingga kami dapat menyelesaikan Dokumen
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024. Sebagaimana kita
ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani
masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan
menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk
masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dan masyarakat dengan
berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang
ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang
digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di
masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan
Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan
Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan
Rencana Kerja Pemerintah Desa sclama satu tahun scbagai acuan
pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih
baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang
mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya
dokumen ini dapat memberikan manfaat vang sebesar-besarnya dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun
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PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGETOS
DESA KUNCIR

PERATURAN DESA KUNCIR
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KUNCIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal
22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja
Pemerintah Desa Tahun 2024 dengan Peraturan Desa;

Mengingat i

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomeor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421});

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801};

. Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



10.

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);



11.

12.

13.

14.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1633);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun
2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun
2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2022 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun
2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Perencanaan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2021 Nomor 7) ;

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk

Tahun 2023 Nomor 7);

Peraturan Desa Kuncir Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kuncir Tahun 2017
Nomor 3);

Peraturan Desa Kuncir Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kuncir

Tahun 2019 (Lembaran Desa Kuncir Tahun 2019 Nomor 3);



Menetapkan

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUNCIR

dan
KEPALA DESA KUNCIR

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2024,

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

f_il'l-ﬁ-

Desa adalah Desa Kuncir.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakal setempat
dalam sistemm pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Kuncir dibantu
Perangkat Desa Kuncir sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah Kepala Desa Kuncir.

Badan Permusvawaratan Desa vang selanjutnya disingkat
BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Kuncir.
Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Kuncir,

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang

(1)

selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana
kegiatan pembangunan Desa Kuncir untuk jangka waktu
6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut
RKP Desa adalah penjabaran dar1 RPJM Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:

a.BABI : PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

1.2, Dasar Hukum

1.3, Maksud dan Tujuan

1.4, Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
Desa

b. BABIl : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN

DESA

2.1, Kebijakan Pendapatan Desa

2.2. Kebijakan Belanja Desa

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

c. BABIII : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2023 DAN

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Tahun 2023

3.2, Perencanaan dan Realisasi Bidang
Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun
2023

3.3, Perencanaan dan Realisasi Bidang
Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Tahun 2023

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun
2023

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang
Penanggulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak Desa Tahun

2023

3.6. Permasalahan Pelaksanaan
Pembangunan Berdasarkan RKP Desa
Tahun 2023

d, BABIV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN
ANGGARAN
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala
Desa Tahun 2024
4.2, Maltrik RKP Desa Tahun 2024
c. BABV : PENUTUP
(2} Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.



BAB I1I
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang

mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Desa Kuncir,

Diundangkan di Kuncir
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DES. NCIR,

ANDY: WIDYA HARTONO

Ditetapkan di Kuncir
pada tanggal 7 September 2023

P
KEF .m‘fbﬂsgxuycm.

| = " ﬁ ")

LEMBARAN DESA KUNCIR TAHUN 2023 NOMOR 4



LAMPIRAN

PERATURAN DESA KUNCIR

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakal hukum yang memiliki
batas wilayah vang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat
vang diakui dan/atau dibentuk dalam sistern Pemerintahan Nasional dan
berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan vang
matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang
berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa,
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat
dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun
sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa
merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang
pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh
masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan
dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai
pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga
sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan
dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi
kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan
Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran

sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal
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pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk

Desa.

1.2,

1.

4]

11.

1.

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ,

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perencanaan
Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang DbPeraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa;

1-2



13.

14.

15.

16,

17.

18,

19.

1.3.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016
tentang Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pengarusutamaan Gender;

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;

Peraturan Desa Kuncir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa Kuncir Tahun 2019

Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan

sebagai berikut:

a.
b,

sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa

sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa (APBDesa)

sebagal tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam

pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya

d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang
dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Kuncir ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek

(fahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Kuncir

serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi

daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan

serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan

-3



pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD] maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakal.

RKP Desa Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun
Anggaran 2024, Kegiatan yang akan dimual dalam APB Desa Tahun Anggaran
2024 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun

2024, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan

perencanaan (RKP Desa).
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BAB 11
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang Lermasuk
di dalamnya segala bentuk kekayaan vang berhubungan dengan hak dan
kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar
pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan Kkeberpihakan kepada
kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka
harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan
dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur
pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan
mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riill masyarakat. Setiap
tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang
APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1
Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan
desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening
desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu
dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi
pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi
vang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan,
bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah

kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.
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Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2024 sebesar Rp. 2.809.704.580,-

(Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Lima

Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang berasal dari:

Kode Uraian l Tahun | Ket. |
Rekening Berjalan Proyeksi
(2023) ) (2024)
4, Pendapatan Rp. 1.757.741.080 | Rp. 2.809.704.580
4.1. Pendapatan Asli Desa | Rp. 70.036.500 | Rp. 72.000.000
4.1.1. Hasil Usaha Desa Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000
4,1.2. Hasil Aset 'Rp. 57.000.000 |Rp. 57.000.000
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan
Gotong Royong
4,1.4. Lain-lain Pendapatan | Rp. 8.036.500 | Rp. 10.000.000
Asli Desa
4.2. Transfer Rp. 1.687.704.580 | Rp. 2.737.704.580
4.2.1. Dana Desa 'Rp. 945.965.000 | Rp. 1.945.965.000
4.2.2. Bagian dari Hasil Pajak |Rp. 62.326.180 |Rp. 62.326.180
dan Retribusi Daerah | | _
4.2.3. Alokasi Dana Desa Rp. 409.413.400 | Rp. 709.413.400
4.2.4, Bantuan Keuangan
o Provinsi
42,5, Bantuan Keuangan | Rp. 270.000.000
APBD Kabupaten
4.3, Pendapatan Lain-lain Rp. 8.036.500 | Rp.  10.000.000
4.3.1 Penerimaan dari Hasil | Rp. 8.036.500 | Rp.  10.000.000
Kerjasama antar Desa
4.3.2 Penerimaan dari Hasil
Kerjasama Desa dengan
B Pihak Ketiga
433 Penerimaan dari
Bantuan Perusahaan
yang berlokasi di Desa
4.3.4. Hibah dan sumbangan
dari Pihak Ketiga i
4.3.5. Koreksi kesalahan
belanja tahun-tahun
anggaran sebelumnya
yang mengakibatkan
penerimaan di kas Desa
pada tahun anggaran
berjalan
4.3.6. Bunga Bank
4.3.9. Lain-lain pendapatan
Diesa yang sah
JUMLAH PENDAPATAN Rp. 1.757.741.080 | Rp. 2.809.704.580
2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan vang dibutuhkan oleh desa untuk

kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan

masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri

atas bidang:
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Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
Pelaksanaan Pembangunan Desa;

Pembinaan Kemasyarakatan Desa;

a o g op

Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

(1]

Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2024 Proyveksi Belanja Desa Kuncir sebesar Rp.
2.809.704.580,- (Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat
Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Uraian Tahun Ket.

Rekening

Berjalan
(2023)

Proyeksi
(2024

D,

Belanja

2.1

Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

“Rp. 1.757.741.080 |

2.809.704.580

1.1.01

Penyediaan Penghasilan Tetap
dan Tunjangan Kepala Desa

44.400.000,00

74.400.000.00

1.1.02

Penyediaan Penghasilan Tetap
dan Tunjangan Perangkat Desa

276.000.000,00

497.800.000,00

1.1.02

Penyediaan Jaminan Sosial
bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa

24.090.000,00

24.090.000,00

1.1.04

Penvediaan Operasional
Pemerintah Desa (ATK, Honor
PKPKD dan PPK D,
Perlengkapan Perkantoran,

pakaian

17.863.768.85

17.865.000

Penyediaan Tunjangan BPD

18.900.000,00

18.900.000,00

o=
&F |

Penyediaan Operasional BPD
(rapat, ATK, Makan Minum,
Perlengkapan P erkantoran,
Pakaian Seragam, perj

2.300.000,00

2.300.000,00

Penyediaan

| Insentif/Operasional RT/RW

38.520.000,00

38.520.000,00

Pembangunan/Rehabilitasi/Pen

ingkatan Gedung/Prasarana
Kantor Desa ( Dipilih)

24.253.985.00

24.253.985,00

1.3.02

Penyusunan/Pendataan/Pemuta
khiran Profil Desa (Dipilih)

1.3.05

Pemetaan dan Analisis

Kemiskinan Desa secara
Partisipatif

30.923.200,00

50.923.200,00

3.139.000,00

1.4.01

Penyelenggaraan Musyawarah
Perencanaan Desa/Pembahasan
APBDes ( Reguler)

3.139.000,00

4.825.000.,00

4.825.000,00

1.4.02

Penyelengparaan Musyawaran
Desa Lainnya (Musdus,
rembug desa Non Reguler)

1.4.03

6.005.000,00

6.005.000.00

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Desa

(RPIMDesa/RKPDesa dll)

5.094.800,00

5.094.800,00

1.4.04

Penyusunan Dokumen
Keuangan Desa (APBDes,

APBDes Perubahan, LP J dll)

9.600.000,00

1.4.05

Pengelolaan Administrasi/
Inventarisasi/Penilaian Aset

3.116.000,00

9.600.000,00

3.116.000,00




Desa

1.4.07

Penyusunan Laporan Kepala
Desa, LPPDesa dan Informasi
lkepada Masy arakat

415.000.00

415.000,00

1.4.08

Pengembangan Sistem
Informasi Desa

3.000.000.00

3.000.000.00

1.4.11

Penyelenggaran Lomba antar
Kewilayahan & Pengiriman
Kontingen dlm Lomdes

1.260.000,00

1.260.000,00

1.4.91

Forum Pembina Desa

| .5.06

Adminstrasi Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB)

5.895.000,00

16.977.789.00

16.977.789.00

5.2

E';idang Pelaksanaan
Pembangunan Desa

5.2.1

Penyelenggaran
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Ma

drasah NonFormal Milik Des a
{Honor, Pakaian dll)

105.300.000,00

Penvelenggaraan Pos
Kesehatan Desa/Polindes Milik
Desa (obat., Insentif, KB, dsh)

15.000.000.00

105.300.000.00

Penyelenggaraan Posyandu
(Mkn Tambahan, Kls Bumil,
Lamsia, Insentif)

91.440.000,00

91.440.000,00

Penvelenggaraan Desa Siaga
Kesehatan

76.750.000.00

176.750.000,00

Pemeliharaan Prasarana Jalan
Desa (Gorong-
gorong/Selokan/Parit/Draina se
dlil)

109.234.700,00

120.234.700,00

2.3.07

Pemeliharaan Pemakaman
/Situs Bersejarah/Petilasan
Milik Desa

3.600.000.00

3.600.000,00

2.3:12

Pembangunan/Rehabilitasi/Pen
ingkatan/Pengerasan Jalan
Usaha Tani (Di pilih)

106.033.300,00

226.033.300,00

2.599

Lain-lain Kegiatan Sub Bidang
Kehutanan dan  Lingkungan
Hidup

1.000.000,00

1.000.000,00

2.6.01

2.6.02

Pembuatan Rambu-rambu  di
Jalan Desa -
Penyelenggaraan Informasi
Publik Desa ({Poster, Baliho
DI

6.400.000,00

6.400.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

2.6.03

Pembuatan dan Pengelolaan
Jaringan/Instalasi  Komunikasi
dan Informasi Lokal Desa

5.000.000,00

5.000.000,00

Kemasyarakatan Desa

Bidang Pembinaan

Penyelenggaran Festival
Kesenian, Adat/Kebudayaan,
dan Kegamaan (HU T RI, Raya
Keagamaan dll)

2.550.000,00

2.550.000,00

Lain-lain Kegiatan Sub Bidang
Kebudayaan dan Keagamaan

4.800.000,00

Pembinaan
LEMD/LPM/LPMD

5.700.000.00 |

4.800.000,00

5.700.000,00
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3.4.03

Pembinaan PKK

1.200.000.00

20.122.427,15

34.99

Lain-lain Sub Bidang
Kelembagaan Masyarakat

1.200.000.00

1.200.000,00

5.4

Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa

4.4.03

Pelatihan dan Penguatan
Penyandang Difable
(Penyandang Disabilitas)

4.6.99

Lain-lain Kegiatan Sub Bidang
Dukungan Penanaman Modal

9.360.000,00

0.260.000.00

105.000.000,00

100.000.000.00

5.5

5.2.00 |

Bidang Penanggulangan
Bencana, Keadaan Darurat
dan Mendesak Desa

Penanganan Keadaan Darurat

10.000.000,00

10.000.000.00

5.3.00

Penanganan Keadaan
Mendesak

424.800.000,00

424.800.000,00

JUMLAH BELANJA

Rp. 1.757.741.080

2.809.704.580

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya,

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan Pembiavaan; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;

b. Pencairan Dana Cadangan; dan

c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan

bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

a. Pembentukan Dana Cadangan; dan

b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Kuncir

Tahun 2024
Kode Uraian Tahun Ket.
Rekening Berjalan Proyeksi
(2023]) (2024)
6. Pembiayvaan -19.513.393,07 v?S.GDD,DﬂO__Q,
6.1 Penerimaan Pembiayaan i
| 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan | 9.513.393,07 0
Anggaran (SiLPA) tahun
sebelumnya N =
6.1.2 Hasil penjualan kekayaan |0
. desa yang dipisahkan |
' '|
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan 10.000.000 | 75.000.000 |
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(IFTE—— e

5.2.1 Pembentukan Dana [0 O
. |Cadangan _ | [—— = = EE
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 10.000.000 75.000.000

11-6



BAB 111

EVALUASI RKP DESA TAHUN 2023 DAN PERMASALAHAN

PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2023 meliputi:
1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang ditindaklanjuti dengan

penganggaran dalam APB Desa Tahun 2023 beserta pagu anggaran. Hal ini

untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan

RKP Desa (proses perencanaan)

2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah

mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2023. Hal ini

untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang

direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September
Tahun 2023.
Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2023 adalah
sebagai berikut:
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Tahun 2023
Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2024

Pemermtahan Desa

Pagu
Kode Kegiatan RKPDesa f:pg]u APBDesa
. Re) |

5.1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja| 604.945.720 | 499.361.473,07
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Operasional Pemerintahan Desa

5.1.1 Penvediaan Penghasilan Tetap dan | 6.512.000 | 44.400.000
Tunjangan Kepala Desa

5.1.2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan | 276.800.000 | 229.320.000
Tunjanpgan Perangkat Desa

5.1.3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa | 26,628,720 24.090.000
dan Perangkat Desa

oL Penyediaan Operasional Pemerintah Desa 76.000.000 | 47.678.973,07

514 Penyediaan Tunjangan BPD 23.100.000 | 23.100.000

?:ﬁ Penyediaan Uperasinnal BPD 26.105.000 2S00.000

5117 Penyediaan Insentif RT/RW 46.000.000 | 40.248.000

5.2.1 Penyediaan  Operasional Pemdes yang | 30.000.000 | 28.480.000
bersumber dana desa

5.1.1.90 | Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan |68.000.000 |64.372.500
Perangkat Desa

(5.1.2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana | 109.000.000 | 37.146.000
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Pagu

Kode Kegiatan RKPDesa E:’g;] APBDesa

I Rp) .

5.1.2.1 Penyediaan sarana (aset tetap) | 59.000.000 | 9.100.000
perkantoran/pemerintahan

5.1.22 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor | 50.000.000 | 28.046.000
Desa i =

5.1.3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, | 77.375.000 | 9.165.000
Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

2.1.3.1 Pelayanan administrasi  umum dan | 2.500.000 0
kependudukan

5.1.3.2 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil | 9.875.000 4.915.000
Desa

5.1.3.3 Pengelolaan administrasi dan Kkearsipan | 5.000.000 0
pemerintahan desa

5.1.3.5 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa | 60.000.000 | 4.250.000
secara Partisipatif

5.1.4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, | 171.495.593 | 32.227.500
Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

5.1.4.1 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan | 7.500.000 4.895.000
Desa/Pembahasan APBDes

5.1.4.3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa 2.500.000 5.094.800

5.1.4.7 Penyusunan Laporan Kepala | 1.500.000 187.500
Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

5.1.4.8 Pengembangan Sistem Informasi Desa 16.000.0000 | O

5.1.4.10 | Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi | 80.000.000 0
Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan
Pemilihan BPD

5.1.4.90 | Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi | 36.700.000 |0
Penganghkatan Perangkat Desa

2.1.4.91 | Forum Pembina Desa 11.365.000 5.895.000

5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 40.000.000 | 102.083.600

5.1.5.1 | Sertifikasi Tanah Kas Desa 24.000.000 |0

5.1.5.6 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan | 16.000.000 | 16.390.000
(PBB)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun
2023 sebanyak 29 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun
Anggaran 2023 sebanyak 23 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan
RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023
sebanyak 79%.

1. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan

membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan

dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau
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melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang
dari target, maka disimpulkan tidak lercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran
capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampail dengan bulan
Seplember 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai
berikut:

Tercapai /
w3 Tidak
i : T t Realisasi .
Jenis Kegiatan arge Tercapai/
No Output Output belum
tercapai
1 |Sub Bidang Penyelenggaraan| 499.361.473,07 | 180.139.047 belum
Belanja Penghasilan Tetap, tercapai
Tunjangan dan Operasional
Pemerintahan Desa
2 33.972.000 11.210.760 belum
Penyediaan Penghasilan Tetap dan .
Tunjangan Kepala Desa tarcapal
3 Penyediaan Penghasilan Tetap dan 229.320.000 87.788.588 belum
Tunjangan Perangkat Desa tercapai
4 Penyediaan Jaminan Sosial bagi 24.090.000 14.052.500 belum
Kepala Desa dan Perangkat Desa tercapai
5 | penyediaan Operasional Pemerintah | 47.678.973,07 | 13.050.000 belum
Desa tercapai
6 _ _ 23.100.000 7.700.000 belum
Penyediaan Tunjangan BPD fereapat
7 8.100.000 0 | belum
Penyediaan Operasional BPD :
tercapai
8 40.248.000 14.407.199 belum
Penyediaan Insentifl RT/RW .
tercapai
9 | Tunjangan Tambahan Kepala Desa | 04-372.500 | 5.750.000 belum
dan Perangkat Desa _ tercapai
10 | penyediaan Operasional Pemerindah | 28-480.000 (23480000 | belum
Desa yang bersumber dana desa tercapai
11 | Sub Bidang Sarana dan Prasarana | 37.146.000 '9.100.000 | belum
Pemerintahan Desa tercapai
12 Pemeliharaan Gedung/Prasarana 28.046.000 0 B
Kantor Desa tercapai
13 | Sub Bidang Administrasi | 9.165.000 10 belum
Kependudukan, Pencatatan Sipil, tercapai
Statistik dan Kearsipan
14 Penyusunan / Pendataan / Pemutakhir 4.915.000 0 belum
an Profil Desa tercapai
15 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan | 4.250.000 0 | Belum
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Tercapai/ |
—— Tidak
Target Realisasi .
is Kegoi Tercapai/
No Jenis Kegian Output Output belum
tercapai
Desa secara Partisipatif tercapai
16 |Sub  Bidang  Tata  Praja | 32.227.500 11,910,000 belum
Pemerintahan, Perencanaan, tercapai
Keuangan dan Pelaporan B
17 | Penyelenggaraan Musyawarah | 4.895.000 3.240.000 belum
Perencanaan Desa/Pembahasan .
APBDes te_rcapm
18 10.430.000 8.670.000 belum
Penyelenggaraan Musdes Lainnya Sreapad
19 Penyusunan Dokumen Perencanaan 1.990.000 0 belim
Desa tercapai
20 | Penyusunan Laporan Kepala | 1.87.500 0 belum
Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan tercapai
Desa
21 4,800.000 0 belum
Forum Pembina Desa tercapai
22 | & - - 102.083.600 0 belum
Sub Bidang Pertanahan tercapai
23 | Administrasi Pajak Bumi dan | 16.390.000 0 Belum
Bangunan (PBB) { tercapai

Berdasarkan tabel di atas:
Berdasarkan tabel di atas:

a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan

b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan

c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 23 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Tahun 2023
Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023
| Kode | Kegiatan Pagu RKPDesa | Pagu APBDesa
(Rp) (Rp)
2.1 Sub Bidang Pendidikan
01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ | 110.100.000 106.800.000
Madrasah Non-Formal Milik Desa B
08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa 3.600.000 3.600.000
10 Dukungan  Pendidikan bagi  Siswa | 1.500.000 0
| Miskin/Berprestasi I
| 2.2 Sub Bidang Kesehatan 418.744.200 418.744.200
|01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa | 16.500.000 15.000.000
(PKD)/ Polindes Milik Desa
02 Penyelenggaraan Posyandu 123.110.000 125 .880.000
04 Penyelenggaraan Desa Siaga Keschatan 172.956.023,68 | 277.864.200
06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga | 3.000.000 0
Balita (BKB)
07 Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs | 3.600.000 3.600.000
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Kode | Kegiatan Pagu RKPDesa | Pagu APBDesa
) (Rp) (Rp)

Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa B

11 Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa | 109.234.700 40.122.500
(Gorong-gorong/Selokam /Parit/Drainase
dll]

12 Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan/ | 21 410 8343 BR8.212.500
Pengerasan Jalan Usaha Tami

14 Pembangunan /Rehahilitasi/Peningkatan 59.022.300 84.199.600
Prasarana Jalan Desa

90 Pembangunan /Peningkatan Fasilitas | 20.000.000 31.019.200
Jamban/ MCK GAKIN - 1

2.5.99 Lain-lain Sub bidang kehutanan dan | 1.000.000 0
lingkungan hidup

2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi,| 13,200.000 35.300.000
Informatika _ i -

01 Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa | 6.400.000 6.000.000

02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa 1.800.000 1.800.000

03 Pembuatan dan Pengelolaan 35.000.000 27.500.000
Jaringan /Instalasi Komunikasi dan
Informasi Lokal Desa

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang
Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023
sebanyak 17 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun
Anggaran 2023 sebanyak 14 kegiatan. Dengan demikian, persentase keglatan
RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023
sebanyak 82%.

1. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
diukur
membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan
dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau
melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output Kurang
dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran
capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan
September 2023,

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai

berikut:

No ;Iéni's'l'{égiatan 'farg?:t- l‘.jutp_ut Realisasi Tercapai/
Output Tidak
Tercapai/
belum
tercapai
1. | Penyelenggaraan 105.300.000 61.425.000 belum
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah tercapai
Non-Formal Milik Desa
2. | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa 3.600.000 2.400.000 Belum
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No Jenis Kegiatan Target Output | Realisasi Tercapai/
QOutput Tidak
Tercapai/
belum
tercapai
tercapal |
3. | Dukungan Pendidikan bagi Siswa | 1.500.000 0 Belum
Miskin /Berprestasi - Tercapai
4. | Sub Bidang Kesehatan 183.190.000 118.375.000 | belum
: tercapal
5. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa | 15.000.000 8.750.000 belum .
(PKD)/ Polindes Milik Desa tercapai
6. | Penyelenggaraan Posyandu 91.440.000 51.625.000 belum .
tercapai
7. | Penyelenggaraan Desa Siaga Keschatan | 76.750.000 58.000.000 belum _
tercapai
8. | Pengasuhan Bersama atau Bina | 3.000.000 0 belum
Keluarga Balita (BKB) N ] | tercapai
G. | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa | 109.234.700 109.234.700 | tercapai
(Gorong-
| gorong/Selokan /Parit/ Drainase dli) _ B
10. | Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkata | 106.033.300 106.033.300 | tercapai
n/ Pengerasan Jalan Usaha Tani | |
11. | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang | 1.000.000 0 belum
Kehutanan dan Lingkungan Hidup tercapai
12, | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi; 13.200.000 7.400.000 belum
Informatika B tercapal
13. | Pembuatan Rambu-rambu di Jalan | 6.400.000 2.400.000 belum
Desa tercapal
14. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa | 1.800.000 0 belum
1 tercapai
15. | Pembuatan dan Pengelolaan | 5.000.000 5.000.000 Tercapai
Jaringan/Instalasi Komunikasi dan
Informasi Lokal Desa

Berdasarkan tabel di atas:

a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 3 kegiatan

b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan

c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 12 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Tahun 2023
1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun
2023
Kode | Kegiatan Pagu Pagu
RKPDesa APBDesa
(Rp) (Rp)
3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, | 25.000.000 | 36.785.000
dan Pelindungan Masyarakat
02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga | 36.000.000 | 18.485.000
Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa
(Satlinmas Desa)
03 Penyelenggaraan Festival Kesenian,| 7.350.000 0
Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa
a0 Kegiatan  Inovatif Lainnya sub  bidang | 4.800.000 | 4.800.000
Kebudayaan dan Keagamaan®
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Kode | Kegiatan Pagu Pagu
RKPDesa APBDesa
(Rp) (Rp)
02 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 5.700.000 [ 5.700.000
03 | Pembinaan PKK 6.200.000 | 1.200.000 |
04 | Pelatihan Pemhinaan Lembaga Kemasyarakatan | 5.000.000 |0 |
| ag Pembinaan Karang Taruna 5.000.000 | 1.200.000 |

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang
Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023
sebanyak 8 Kegiatan, dan yvang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran
2023 sebanyak 6 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa

Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak
62,5%

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan
membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan
dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau
melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang
dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran
capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan
September 2023,

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai
berikut:

No Jenis Kegiatan Target Realisasi Tercapai/
OCutrput Output Tidak
Tercapei/
belum
E—— tercapai
1. | Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban | 36.785.000 | 36.785.000 | Tercapai
Umum, dan Pelindung Masyarakat
Penyelenggaraan  Festival  Kesenian,| 2.550.000 | 2.550.000 | tercapai
Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan
tingkatDesa |
Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang | 4.800.000 |0 Belum
Kebudayaan dan Keagamaan* tercapai
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 5.700.000 | 3.325.000 Belum
tercapai
Pembinaan PKK 1.200.000 | 700.000 Belum
tercapai
Lain-lain sub bidang kelembagaan | 1.200.000 | 700.000 Belum
Kemasyarakatan tercapai

Berdasarkan tabel di atas:
a. jumlah kegia.ta.n dengan realisasi output tercapai : 2 keEiatan

b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
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c. Jumlah kegiatan dengan realisasi output belum terca pai : 4 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun
2023

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun
2023

Kode | Kegiatan Pagu Pagu
RKPDesa APBDesa (Rp)
(Rp)

4.4 Sub  Bidang  Pemberdayaan  Perempuan, | 20.000.000 | 0
Perlindungan Anak dan Keluarga

01 | Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 105.000.000 | 104.001.800
Ketahanan Pangan

02 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel | 9.360.000 | 9.360.000
(Penyandang Disabilitas)

03 Pelatihan /Penyuluhan Perlindungan Anak 3.000.000 0

| 04 Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan |5.000.000 | 2.525.000
Menengah (UMKM)

04 | Pelatihan Pengelolaan BUMDES 2.500.000 1.485.000

05 Penyertaan Modal BUM Desa 75.000.000 | 10.000.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023
sebanyak 7 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran
sebanyak 5 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun
2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 72%.

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan
membandingkan antara target kinerja (output] kegiatan yang direncanakan
dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau
melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang
dari target, maka disimpulkan tidak tercapai,

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran
output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September
2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Angaran 2023 adalah sebagai

berikut:

[Nu Jenis Kegiatan Target Realisasi ' Tercapai/
Output Output Tidak

Tercapai/
belum

! tercapai

|01 | Pembangunan Saluran Irigasi 104.001.800 | 104.001.800 | tercapai

‘ Tersier/ Sederhana Ketahanan

Pangan |
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02 | Pelatihan dan Penguatan 9.360.000 0 | Belum
Penyandang Difabel (Penyandang Tercapai
Disabilitas)

03 | Pelatihan /Penyuluhan Perlindungan |0 0
Anak

04 | Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil | 2.525.000 |0 Belum
dan Menengah (UMEM) Tercapai

04 | Pelatihan Pengelolaan BUMDES 1.485.000 1.485.000 Tercapai

05 | Penvertaan Modal BUM Desa 10.000.000 | 10.000.000 | Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:
a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : O kegiatan
b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : O kegiatan

c. jumlah kegiatan dengan realisasi outpul belum tercapai : 1 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2023

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun
2023

Kode | Kegiatan Pagu Pagu
RKPDesa APBDesa
I | (Rp) (Rp)
5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana
1. Belanja Tak Terduga 1.500.000 500.000
5.2 Sub Bidang Keadaan Darurat 434.800.000 | O

5.3 Sub Bidang Keadaan Mendesak
1. BLT-DD 424.800.000 | 97.200.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang
Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang
direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 3 kegiatan, dan vang telah
dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran scbanyak 2 kegiatan. Dengan
demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yvang dimuat dalam APB
Desa Tahun Anggaran sebanyak 75%.

2. Capalan Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan
vang direncanakan dan realisasi target (output] kegiatan. Apabila realisasi
output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila
realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran
output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September
2023.
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Adapun capaian output APB Desa Tahun Angaran 2023 adalah sebagai
berikut:

No Jenis Kegiatan | Target Realisasi Tercapai/
F Output Output Tidak Terﬂapﬂilf
belum tercapai |
| 1, | Penanggulangan 500.000 0 Belum Tercapai
Bencana _ |
2. | Penanganan  Keadaan | 97.200.000 72.900.000 Belum tercapai I
| Mendesak f

Berdasarkan tabel di atas:
a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan
b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 1 kegiatan
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2023
Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah
dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan
serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan
semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan
permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun
pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul
pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat,
diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Kuncir sebagai berikut:
A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1. Kekompakan Pemerintah Desa Masih Kurang Kompak
2. Kekurangan Dana Anggaran Siltap
3. Kekurangan Anggaran Operasional
B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
1. Kurangnya Kekompakan Gotong Royong
2. Swadaya Masyarakat Kurang
3. Kekurangan Anggaran Honor Guru Ngaji
C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyvarakatan Desa
1. Keterbatasan Pembinaan di Masyarakat
2. Terjadinya Wabah Covid Berkepanjangan
D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. Terjadinya re-fokusing penggunaan Anggaran
2. Terjadinya wabah covid berkepanjangan
E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan
Mendesak Desa
1. Banyaknya jenis bantuan covid-19 sehingga memberikankendala
tersendiri dalam penyaluran bantuan
2. Tidak diketahuinya kapan berakhir wabah covid-19
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BAB 1V
PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab IIl telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2023 dan
permasalahan pembangunan di Desa Kuncir yang meliputi bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa,
Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masvarakat Desa serta
Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya
permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan
rencana kegiatan pada tahun 2023.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa,
juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah vang dimuat dalam
RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023
Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa
yvang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai
berikut:
1. Kegiatan Prioritas Bidang Penvelenggaraan Pemerintahan Desa
a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
1) APB Desa Tahun Anggaran 2023
2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran
2023
3) RKP Desa Tahun 2023
4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023
5) LKD & LAD
b. SDG's
c. Profil Desa
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
a. Desa Siaga Kesehatan (Covid-19)
b. Ketahanan Pangan
¢. Honorarium LKD
d. Kegiatan PKTD
3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
a. Kegiatan PHBN
b. Pengembangan Desa Wisata
c. Pelatihan Lembaga Desa
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4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
a. Penguatan Penyandangan Difable (Disabilitas)
b. Penanaman Modal
5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan
Mendesak Desa
a. BLT-DD
b. Bantuan Bahan Pangan

c. Bantuan Pengobatan
d. Bantuan Pendidikan

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten

Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023,

sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

2. Pemutakhiran Data Desa (Sedudo, Data kemiskinan, Data Aset, Prodekel,
SDGs, IDM, DDC Bumdesa, SIPD, Sipades, Simanis)

4.2, Matrik RKP Desa Tahun 2023

(Form Excel)

V-2



(vsHO-dN) VEE0 HVLIAEIWD VIEEE YNVONTE NIMIVIN

g p PP jrredmeriin g ermao weag]
A taalaay| 990 T BE iACY ASE | danE | WALl (ETOE L L LR 5 ————— et
s pad I R TG
A i faay | o0o'nos's HRAC) SRM [ b | W] |eEor L V) RIE T .H....% h”m”””___.ﬂ_! Eﬂiﬂm”ﬂ £ milg uEEIEITa
Sy e pnaceday] L
» ac/aay | 000'00L's Eeaq dsui | ed | | weea (pEoz [ _ B1'e empiaa fuesanuag) < LA
fy ‘non'e d= ; I TN p Nt
3 aa/aay | 0o0'on's TN AEN | R b ' ' gl'e U WA IS e e ety !
HdHa/ e . BE3(] JOUEY
b dvd/acy | 00004 (] Ao | A | BEA]  (CEZ0E o ol f1't s R A &
ddng/ ' ' - trapE w e | oo ey taed
A 000" 0 TE I SEEW | IaEd 1 BS3C]  [ETOF I I =1 i ! BB UEYHILILIAIG,]
avd/aay {d yosu) eunsme vsRAUad | | | ey uep wosg| z
. 4
A avd | 000'000'52 wae] s | wazr | owea  czoz 4 u BUCET | i mitais wupamy, vsiisung] 05
p ac/aay | 000" oo e HEI| A=H]Y HIg Tl bl € B 3 | I 1 R TR TEN ]
A aqay OO0 00 L L a2 Ama g 1 vhar]  [EE0OT I [l HIEE Clde (euomeiads yespaitag | 9
A aay OO0 000° 6T a3 ASHY ufg g1 wRar]  |EEOT i I e | €l vnBae{un ] urmpsiusg | §
H€dHB/ pocsad . o HEH]
, ava Jamy| O19SELLL wiaq Aswi | wEzr | s [cror 3 3 BLEET | cmunsonsg poomesde wnpnicaal P
\ aav | 000'000'9E weaq dsui | u el | e [ozor ol or | st'ee e e e e
Te i § e L
) aav | 000'00Z'6hE ma dse | wEzr | mea ezor ot I K ) Moot v .3 [ e
. g ueduwiun g, ‘degay
# i : y e wia) wpday urBeluny, unymuydua) wluepeg
] adv | 000'poLsoey esa(] ASEp | OlE £ BBl |gEon 1 1 #EE o s, ey urapatsad] 1 g b ] 2
wE] DuEmUinanag ueereEBoagaiuad| |
81 £ [ El £l I al [ " £ a g ¥ £ ' i
Hanay | esag
EEL] Tainy 2
e | V| spopayuag | saquing fdad] wip uwistay wuap s
wanliony (euely b wnpping | oy weg /B o
! ains : fMHfayy | ummums | ey ounygwl | Lrge), 8IS
UETAMIIE] wmungy  juenges uep| ueeEoy L pemmdesy | dopsig Ay
LR
HE[ad Hog saqung uwp A mmuauad | eomiog e oM o - NP UWEETY W3 fTURpg
HMWLL ¥ ¥ ISNIAOHEd
HOMYON NALY4NEVN
SOLIDN NVLYINYDAN
HINNN Vsad
YEOE NMHVL




_:_Mwmnq 000000 SGE vsaq) dsmyg | dapmd 1 | weg (E2OE 1 1| or'ee npradsny usedBoaua| | e
avd ; ‘ ) ’ FES(] UENIpIPUad fuepig
Jag/acy OO0 000°S A | SR it I ! i 6N W el ] JriEa | wrpeEuyg 06
Ivd r i . e ; iEeuand o) f ursgEny
/aafaay| 00000 E wivd S | BUTXIOBL| WRQ.  |spat ] X b wanssly 0 tpprpuag wesunsmg | T
avd . i i
lad/aay ONODOE"L wEag] AN | EEd | Bsx]  |EZOE 01 ot BT | uaq spspipy wmnmssndiag uambpdusg| €
____ﬂMWMH..__ OO0 D0ao1 wsop] Asepy | raEg ] @3] |CEOr 1 otres'et Gfivil ISR iing W als
EES] HIEA [RULIGE-uoy)
_ﬁmwmnﬂ D00 000'cY mwa) Ao | wnyng | | mssq |gzoz ' 1 01 p|ummipuin /D /YRL/ Vel /NL/ONVA] |
ak
.E.mm_.?..__” 3] E_..w E.WE.E.._.._E._ EEE 1
UEAC] CErniuE e EEUTHE
OT9'SEE'SHD'T |1 Fuwpmy yupunp
; P [EE I R
dHE/aay | ooo'oon' L1 weaq) Asmy | dedmg | | weaq ez b ¥ ore'e’l uep pung yufeg pansurapy| ©
wd/ady | opo'onn's A ARMlY | 1aNI | ] |EEDE 1 [ al'al TN ER T EATEN] B
% /OOy | GO0 0009 W] AN | 3T T R G i ] g1 THLELR 1] EELRImpY] 7
avd/aay | 000'000's. Esacp el | woped | | me3a |ezoe ¥ * 8l FEPCLRUN HTURL ETIRSE 1 | crequumy o Surprg gns| ¢
goa/aay [ oo noe' 1T wea] Asep [ ungeg | BNl [EROE t ¥ "Il N WU QU BITU0]| 16
HE]
zw: 00" 000'oT BEa] ANRR | Iy | BEa] |ET0ET [ i 41'01 T g urpeAumioa ] SERIROS| O
a%d /aay UEp UBTUESNE[A] UESunHN
]
ue/ PR ) ! : ' , LLieag U ugESanay ey
avd/aav 0 D' EE HED] AEER | e | Al |CEOR | 1 ar'on RIS SIpE[Y SRS 1|
. i Uy UEiunsng
s i HE]
aa/aoy | poo'ong' L weag] Al | aNRg | BSHT  |ETOE I 1 HI'f e s ouluegmatuag|
IR
' 5 - — } epeday mewLo] ‘uemEEoy
a1/ aay | oo wsag] ARy | umye, | (1 |EZ0E T T Bl'E wriuy sty teiumiony teodwy| ®
‘oeiafiuy ungef amppy aeidE]
BEa]
aa/aay | oon'neg wea] dwwpy | unygey | LT R o £ £ g1 |unnnsy weenEBodpdund fesa) 4
wpeday oeodey uBUnEATL]
aa/aay | ooo o't weag] Aswpy | unye] | Al |ezoE El # Al | :5_:_3..# UBUnENAUGR]| G
: —— WEI(] 198y UNIH [0, RERLInUEaAT]
aa/aay | onn'oons wea(] Amey | wngel | | wsag |ero H - BUEET / rooticpy /wemiopond| T
L1
aa/aay | oo or weag) Aomp | wnyey| | weaq  |ezop 0F ot SUET i R b 8
; wEac)
ad/aay | 000'60s's FARL NN | TR ot M|t = - a1 PRI 00| UALn o] eunEnAue] :
e . wALyey
aa/aay | ooo'oo0's weaf] Axmpg | ungey | | wss) [REOE 1 1 8l e Iy Temeeat P B b
unioadejoag uep
W Y U SUEeerUaIa]
go/faay | s'non's Biar] AREp | onysg | B (EROE 1 L #l WESHUNTEL] fERa] HEnuEEmIL]| | B I IR TN
RIEA AN L e A Ay wiaag mer| +




000'00S "85 ¢ Fumpe e
avd - .
falaiaav a0a'non's e ] AW | LaEd { BESC  [EP0E ; 0] b
eshusfissy) Usp dEefEpnga
avd . ! ] BI'9't (T nmmm:!im. ui- i 5
0On'nos"t B { : FEE [BAEE UE
[aa/aay 2 a0 dsep | Mol [ R0 C20F : SO0 (BH0UILL UERIEpnGE ey
D ., . . T -
na/avd | oo i e | Hl'of'y UEp UBIBETY (naIS URRLgWES| | | ump ueedepngay 7
{aajaay |dsmy | dopud ] | Reag |ezoe E9a0 B B8 :
| o SR 1 XS5 BURLeg r THNEIEASTRY
We/ava | o — Sk defbue jueBondeisay UBEed] usBunpuId
/ i L I TSI -
Era /ey e G202 ; 2l e Hinﬂﬂﬂﬁuﬂﬁﬂh& uep Uiy U N UBgREIY
L) LD (SERRIO0N i iy hp bR 1
000'00T'8EE’T |7 SuepE uspunp BS() UEBIRARIIGY UREIGUIDY
110 T
Jaa/aay| 997 00FET] weag) Sy | Weed | | mea |eroz | ;
aa’oav 6’8 i &
OO0 00 S wsag] dEUp | jaMud | wasg)  leroe { _. ElEsEd 9
oo/aav HU'B]  and memangu) eendEuapicag | ©
— ! g ExEULOU)|
OO0 000 al wsa] AsEp | aud | merl  |eror I I er'l aga] WER |SEMUNWOY o
avd | oora00's ” e () P nen wninqaag | | “ueBungnuiE e
Jaalaay| 0000l e VR | UN ST | weR (EE0E ! il 91 NIDIVD HOW/ uequsr
% . T1°D1E T (S unisgEuTuag f wran@uguag | P
Jaaiagy| PO 00°EE wEAC] ASEN | BU) 2 me) (SR 1 [ I YO ] ey
o E P ek e wrpeura, / uruniueguig |
00" 0009 esag] dsa - y
HDM ”__ﬂ{ M| 1 | ma  ER0E 1 [ Gt :!_a"hnﬂﬁﬁﬁkamﬂ_ gadang)
s ] L : q._un.t._ Eﬂhﬂiﬁnmr-_.-uh..—
Jaalaay non'o0o'q1 wsar] wwp | aHd | sl |[ETOE 1 i o1 EITHUT Y LI
== . . TTOT'E"Y CTBJELEN = WS LIRS L
Jaafaay| 000 000SE weac] e | oz | wea  [coor _ g NIV [HFTLHITan ] ear]
I W] e qEgaf ununBungoag | |
wa/ ‘ &' nrerdord Uemremsetod ueiunyng umLp R teseeey |
0000 ST wEar] AR | 1EHRA W -
avd/aav i b M LT l 1| STEr'e UL, | U st
F o Ned .. - L] URELIEH] | (G
= 11 1'6'9°e | Aunppg qne nloome) Rnact) ey
v ey | 000'005 908 weagy Mo | 10md | v lewie y . i [oe UERLP{ALLIG] UEdUngIur]
s unye)* GevesaBuag /U] §
aa/ o T 11169’ & [Hummad / 1senneeyay fusaniusag g
CIvid/ (1av ~ PEOC] ANV | TIHE usig]  |EROT : I cr'E wag Fowny wiRL
Ne/ a0 GO — I R'G ] UTBLM L UTNRe] WO Ty L
AR
v /aoy ] Moy | g | | EEld ETO o1 0 Esar] [Emeg unp yoiugm|
EET 000" 000" = L] ¥ UHII N/ eI £
avd/aav 000 &T o] ARMpY | TANEY | wI RS i i . Ei UNEARIBASTIITY TR (RS R Bueny uematng
avd . raree|  ruessiug Munpan vesmgrawag| || o .
i d [ arngy el
Jaiafacy| 00005F vadq) dswpy | ungel| | oesad eR0r T 1 b1 TRac Gy Ranpi M
Qng K] WALETE] MEEAC) ENHEE n_n_
avd H 4 "
taafaay| 000 005F TR AW | P | WRO EROE o1 0 aip'l|  wow B
i IEsnL) S erens owrpeEuag o | g
— eogil iUy [ gegayf remninegg
GO0 00" A
faafaay el mag ey | - e wagl  [ETOF o1 9 6'e'1 =
avd | sonroos's s i wilg  wsa)  oemsedusgaduag|
Jad/aay : q dwep | Femg cp | weg |ezoz 1 | B'¥ly N |
[Bumpg meynepg owep owgnedoeg| O




0BS'POL'60B'E  |IVLOL HVINOED
000'00E' 621 ¢ fuepig gepune
T .__;H.-__h 'y ol 2 i i = HUsIPUIN Ueepeiy
Al G s [Fa:dajnlsa)
/aa/agy| P00 0L ENL veaqy S | eped || wssg (£2Z0E : N ymsapuay wmpuay | | e
T/ T¥d g " . TRINIB] OREpaay
wERag] Suw |, ety ; TR e A
Jaa/aay 00 000'S a{] W R | 1 |ETCOT 1 ilorares ey | 1 <
TG vd BLEILIE
oo (=T it i g
Jaalaay Doo poES (1 W o ¥ ] (ETDE P rlor'gets's TRaTUEg) duSHuE), UEgTea 06 sumatag
110/ O%d r p e ; weduEnEduenay
-_.DH._.___.H_.ﬂr__ O D00's Lot L] TR 1 PRI i i I tlot ..ﬂ._m._.?pm BUEILIAE] ﬁﬂ“ﬂ-ﬂ.—%ﬂﬂﬁﬂm 1
Nisaptal USp (oIniep] eepusy uurotog UeEo | oS o]
0L6'BI9EPE + Humpty  ejumng
T/ avd gy P ueuENpULS, Uep uebuebema,
faa/aay POC OG-S T, | M I 1at'ee's'l Burpg gns eAuiE measy) uRsiBay | 70
TIA7OV | g ; : Eaq] il sonEsag UBLS N PULEY
-—l“ K b ; ¥
Jaa/aay| 100°000°E wag Ase | aepd | | s jezoz ” o N—— e vmBuRed fueunbuowag| | | wep murasepiay .
T avd X ) Bl L
Jaa/aay| 046 #ITE veaqr Avwiy | Mgl | weaa fezoz “oN Ukesaped wnyaxg vebusmetius| ¢
I tlapgey| ¥ wing ke iBopus) usepbiuag
TIO/avd — p e
faa/aay | 000 000<E wol] mE | ol | esda fezoz wuies uefiususy Uen 100y 'awn| T
& TlOT e g ' | eyesn eussesEly Bueses vebusquisfiuey
f }
Tia/avd s . O /G TS2iedo% MW
faa/aay opaane:3 G AN | Retd i ueepiuag UslsiBusp UsyRiag 1 n_..&_.d..-...n....z TER [0y
I oTse'+'1 ooy weesy eaadoy | 4
avid - By CEOUNPUIES
/aa/aay| 000 005E WO VK | FARLT | WA 2 usp uentuiag UreAERIeqWAG | Of
i I 1 B1'2r'e's|  Buspig gns eduus) juesou) usiebay
T : (eepiesip DUEpuEfuad] @OeyD nim
i e B Ny uEp
aa/aay | ona‘oon'ol wmagy Kewpy | sy g wael  |eznz i | . sl = v
aa/aay | noo'ono's s Aswpy | 39l 1 wEI] EEZOE o Wy UEBUTPU|Bg UBIRAUGAByaREg| T ‘umnduaag
ot L) BLUAT'S Y LA ¢
avd ;
tam et ;
Jaa/aay| 2P0 008 A AT | Rd L | e (€202 7 elovgery| S0 E¥BuRd sTysedey uBmBULS| T
vd e e EEagy snyemdy
Jaa/fagy) 200'000°C PROOEN. | VAN | WL R 1 toraes' BSE(] Ewday ImERdR URDBULRY| T | ovadey nmeyiumog| 2
avd i ! 7 UL AREGIRIEIR ]
As
lac/aoy OO0 Q00 E0T EEar] ARy WEY | wuar]  [eEoz : tl e R i z
/ avd | ooo‘coo's mact dswpg | wped 1| wesa o (gz0Z | ueBued uswsue) manpoig umEsSuag | T R
aa/aay L il srere'y U RS {
BRA] TEHEIRASE OVBANRLIGUID]




BAB V
PENUTUP

REKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil
yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan
berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa
teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan
berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sckedar
dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah
pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif
dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah
kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa
dampak yvang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran
vang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat
bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa vang
berkelanjutan (SDGs).
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